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D. Kesimpulan dan Saran 

 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

Pembaharuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Bidang 

Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa penyusunan dokumen 

Anjab dan ABK di instansi tersebut belum sepenuhnya mengacu pada 

pedoman sebagaimana yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 

2020. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh masih digunakannya format 

lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan regulasi saat ini, 

sehingga berdampak pada kurangnya akurasi informasi jabatan, 

ketidakjelasan pembagian tugas, serta rendahnya efektivitas dalam 

perencanaan kebutuhan pegawai.  

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam 

menyusun Anjab dan ABK menjadi hambatan utama dalam proses 

pembaruan tersebut. Pegawai yang bertugas dalam penyusunan dokumen 

belum mendapatkan pelatihan teknis yang memadai serta belum 

memperoleh pendampingan dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

Kabupaten Jeneponto, sehingga informasi jabatan yang dihasilkan belum 

memenuhi prinsip obyektivitas dan akuntabilitas. 

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini, peneliti berhasil mengidentifikasi kebutuhan akan dokumen 

Anjab dan ABK yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Hasil penelitian ini juga menghasilkan rancangan 

dokumen Anjab dan ABK yang lebih representatif dan dapat dijadikan 
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sebagai dasar perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia, 

khususnya dalam mendukung kinerja organisasi serta peningkatan 

profesionalisme aparatur di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Jeneponto. 

2. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap proses 

penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, maka diperlukan 

serangkaian upaya strategis yang bersifat implementatif dan berkelanjutan 

guna memperkuat tata kelola sumber daya manusia secara optimal. 

Beberapa rekomendasi yang diajukan oleh peneliti  sebagai implikasi 

praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. penting bagi instansi untuk menyelenggarakan pelatihan dan 

bimbingan teknis secara terstruktur dan periodik kepada 

pegawai yang memiliki tugas dalam menyusun Anjab dan ABK. 

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis 

aparatur dalam memahami, menafsirkan, dan 

mengimplementasikan pedoman penyusunan dokumen 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020. 

Peningkatan kapasitas ini merupakan langkah dalam 

meminimalisir kekeliruan teknis dalam penyusunan dokumen 

serta mendorong terciptanya tata kelola kepegawaian yang 

lebih profesional dan akuntabel. 

b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebaiknya menjalin 

koordinasi yang lebih intensif dan berkesinambungan dengan 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 



131 
 

 
 

Kabupaten Jeneponto. Kerja sama lintas unit ini diperlukan 

dalam rangka memastikan validasi substansi dan format 

dokumen Anjab dan ABK yang disusun, serta sebagai bentuk 

pengawasan normatif terhadap pelaksanaan fungsi 

kelembagaan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 

dan akuntabilitas publik. 

c. Adanya kebijakan institusional yang mendorong proses 

evaluasi dan pemutakhiran dokumen Anjab dan ABK secara 

berkala, minimal setiap dua tahun sekali, sebagaimana yang 

telah dissebutkan dalam PermenPAN&RB Nomor 1 Tahun 

2020. Pembaruan ini bertujuan untuk menjaga keselarasan 

antara dokumen perencanaan SDM dengan dinamika 

organisasi, perubahan nomenklatur jabatan, serta tuntutan 

strategis instansi dalam mendukung pencapaian kinerja 

birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. 

d. dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah 

diperbaharui hendaknya tidak hanya dijadikan sebagai 

persyaratan administratif, tetapi juga diintegrasikan secara 

menyeluruh dalam siklus manajemen sumber daya manusia. 

Hal ini mencakup proses perencanaan kebutuhan pegawai, 

pelaksanaan mutasi, promosi jabatan, hingga pengembangan 

kompetensi ASN. Dengan demikian, dokumen tersebut 

berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menciptakan 

sistem manajemen ASN yang berbasis kinerja, objektivitas, dan 

relevansi tugas, serta mendukung penguatan kapasitas 

kelembagaan dalam jangka panjang. 


